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Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu 
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Unit PPA wajib menerapkan keadilan 
restoratif, restorative justice yaitu duduk bersama melakukan musyawarah 
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan 
kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peran Unit PPA dalam 
menerapkan prinsip Restorative Justice, hanya sebagai fasilitator atau mediator 
dan hanya memfasilitasi dalam menerapkan prinsip Restorative Justice.dan 
penerapan prinsip restorative justice di Polresta Surakarta telah sesuai dengan UU 
No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian hambatan 
penyidik dalam penerapan prinsip restorative justice ialah Sulitnya menghadirkan 
para pihak dan ketika menangani anak yang berkebutuhan khusus, ketakutan dari 
masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya Unit PPA terkait efek jera bagi 
anak yang proses penyelesainnya diselesaikan melalui pendekatan restorative 
justice. 
Kata kunci: Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Peradilan Pidana Anak, 
Penyelesaian di luar Peradilan. 
ABSTRACT 
Perpetrators of the child shall be handled exclusively by the investigator children: 
Service Unit for Women and Children, Unit PPA shall apply restorative justice, 
restorative justice is to sit together to deliberate together to find a fair settlement 
with the emphasis on restoring back to its original state and not retaliation , Unit 
PPA role in applying the principles of Restorative Justice, only as a facilitator or 
mediator and only facilitates in implementing the principles of Restorative Justice, 
and the application of the principle of Surakarta Police restorativce justice in 
accordance with Law No. 11 Th 2012 on Criminal Justice System Child. Then the 
investigator obstacles in the application of the principles of restorative justice is 
the difficulty of presenting the parties and when dealing with children with special 
needs, the fears of the public and law enforcement officials, especially related 
PPA Unit deterrent effect for children who have completed the process of its 
solution through a restorative justice approach. 
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Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan 
Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas 
dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak 
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
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Pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor 
yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan 
perlindungan terhadap anak yang merupakan faktor yang dominan dalam 
menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak 
yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga.
2
 Karena itu, kita 
semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban 
kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat 
atau perbuatan tidak terpuji lainnya. Kenakalan anak setiap tahun 
meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan 
penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu upaya 
cara pencegahan  dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal 




Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif atau 
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diversi.Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana 
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain 
yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan restorative justice. 
Restorative Justice adalah proses penyelesaian tindakan 
pelanggaran hukum yang terjadi, yang dilakukan dengan membawa 
korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan 
untuk bersama-sama berbicara, dalam pertemuan itu mediator memberikan 
kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejelas-
jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang 
melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat 
menerima dan memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan 
tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian 
pelaku juga memaparkan tentang pertanggung jawabannya mengenai 
perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian hal itu ditanggapi oleh 




Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai 
pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk  Peraturan Kapolri Nomor 
10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan 
Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Berdasarkan Undang-Undang 
ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat 
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UPPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk 
perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban 
kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya.  
Menurut hasil pengamatan langsung (Pra Penelitian) penulis, ada 
beberapa kasus tindak pidana dengan pelaku anak yang hanya di 
selesaikan di Polresta Surakarta (tanpa di teruskan ke pengadilan). Oleh 
karena itu perlu dikaji lebih dalam mengenai penerapan keadilan restoratif 
oleh Polresta Surakarta dalam tindak pidana dengan pelaku anak. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) peran UNIT 
PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip restorative 
justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polresta Surakarta?  
(2) hambatan Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan 
prinsip restorative justicedi Polresta Surakarta? 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis 
empiris.
5
 Sedangkan jenis penelitiannya deskriptif.
6
 Sumber data terdiri 
dari data primer yakni wawancara dengan pihak Kepolisian dan data 
sekunder berupa buku-buku, undang-undang dan literatur-literatur yang 
relevan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu 
uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis 
dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan 
pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, 
maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diperoleh, 
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maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang diterima. Dari 
bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Unit PPA dalam 
penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana yang di lakukan 
anak. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
` Peran Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dalam Penerapan 
Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak 
 
Proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan 
terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan 
tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan 
penyidikan (Pasal 16 KUHAP).
7
 Berdasarkan Undang-Undang No 11 
Tahun 2012 Pasal 30 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa 
Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam jangka 
waktu tidak lebih dari 24 Jam, dan harus ada ruang pelayanan khusus 
anak. Penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan 
kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak 
perlu ditangkap atau tidak.
8
 Dalam masalah penangkapan anak adalah 
kapan dan bilamana penangkan itu dimungkinkan menurut Undang-
undang. Dalam hal ini terdapat dua hal yaitu: (a) Dalam hal tertangkap 
tangan, (b) Dalam hal bukan tertangkap tangan.
9
 
Menurut Endang T H,  selaku Kasublit lidik Unit PPA Polresta 
Surakarta, manakala terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di 
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bawah umur, dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka 
polisi tidak ada kewajiban untuk menangkap anak dengan tidak 
menggunakan pakaian dinas kepolisian. Sebaliknya jika terjadi tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dalam hal bukan 
tertangkap tangan tapi dengan laporan dan diketahui ia ialah seorang anak, 
maka Polisi wajib menangkap dengan tidak menggunakan pakaian dinas. 
Endang T H, selaku Kasublit lidik Unit PPA Polresta Surakarta,  
menegaskan bahwa soal penangkapan jika memang belum diketahui 
pelaku anak ataupun dewasa, maka Polisi tidak wajib menangkap dengan 
tidak memakai seragam dinas. Ketika memang sudah dilakukan 
penyelidikan dan diketahui memang ia adalah anak, maka proses dalam 
pemeriksaan harus dipisahkan dengan orang dewasa dan harus diperiksa di 
ruangan khusus disebut RPK (ruang pelayanan khusus) yang berada di 
Unit PPA dan polisi wajib tidak menggunakan pakaian dinas dalam 
pemeriksaan. Tapi ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
berdasarkan laporan, maka sebelum melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban terlebih 
dahulu, jika korban dan saksi anak maka ia juga harus didampingi oleh 
orang tua atau wali.
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Sebelum pemeriksaan penyidikan petugas polisi harus 
menghubungi orang tua pelaku tindak pidana anak tersebut, guna 
mendampingi dalam proses penyidikan. Endang T H, selaku Kasublit lidik 
Unit PPA Polresta Surakarta juga mengatakan manakala terjadi tindak 





pidana anak pihak Kepolisian juga sudah bekerja sama dengan LSM 
pendamping, jadi manakala terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
Kepolisian langsung menghubungi LSM pendampingan anak pada saat 
pemeriksaan sampai dengan selesai yaitu yayasan ATMA Surakarta. Jika 
dirasa tidak cukup biasanya Kepolisian juga memanggil apa yang 
dibutuhkan oleh anak, misalnya kalau anak adalah pelajar dan perlu 




Endang T H, selaku Kasublit lidik Unit PPA Polresta Surakarta 
mengatakan pihak yang didatangkan oleh Kepolisian itu bisa berbeda-beda 
tinggal apa yang dibutuhkan anak, setelah proses penyidikan selesai bila 
dirasa unsur-unsur yang dilanggar anak tersebut terpenuhi, yaitu bukti-
bukti cukup, ada saksi maka anak tersebut akan ditingkatkan menjadi 
seorang tersangka. akan tetapi ada ketentuan lain menetapkan anak sebagai 
seorang tersangka yaitu jika anak berumur di bawah 12 tahun maka di 
usahakan anak akan dikembalikan pada orang tua. Kalau anak berumur 12 
tahun dan di bawah umur 18 tahun. Bila pihak Kepolisian sudah 
menetapkan sebagai seorang tersangka maka Kepolisian akan 
menghubungi dari pihak BAPAS (Balai Pemasyarakatan) untuk 
dimintakan LITMAS (Penelitian Masyarakat) kepada tersangka anak 
tersebut dan paling lama penelitian tersebut ialah 3 hari saja.
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Ketika hasil Litmas itu keluar BAPAS akan merekomendasikan 
terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, baru 
kemudian Kepolisian yaitu Unit PPA Surakarta akan melaksanakan 
rekomendasi dari pihak BAPAS. Rekomendasi dari pihak BAPAS 
misalnya dengan duduk bersama melakaukan Diversi, diversi sendiri 
melibatkan orang tua tersangka beserta tersangka, korban beserta orang tua 
jika korban juga merupakan anak, dari pihak Bapas sendiri, LSM 
pendamping, kemudian dari lingkungan tersangka juga dilibatkan. maksud 
dan tujuan lingkungan dan dinas ikut terlibat dalam proses ini dikarenakan 
orang-orang yang di lingkungan anak ini juga ikut bertanggung jawab 
pengawasan terhadap tersangka anak tersebut, sehingga kedepanya anak 
tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.
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Berdasarkan keterangan dari Endang T H, selaku Kasublit lidik 
Unit PPA Polresta Surakarta, dapat disimpulkan bahwa penanganan 
perkara anak dari penagkapan sampai dengan penyidikan dan LITMAS 
dari BAPAS sebelum pelaksanaan Diversi berdasarkan prinsip restorative 
justice sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Sebagai pembanding 
peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan pihak LSM dari 
yayasan ATMA yaitu DUNUNG dan ADI selaku pendamping anak yang 









Dunung, Yayasan Pendamping Anak yaitu Yayasan ATMA, Wawancara Pribadi, Surakarta, 30 
April 2015, pukul 11:30 WIB. 
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Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwaa ketika 
Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik 
anak yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian khususnya 
di Polresta Surakarta, kemudian proses dari suatu penanganan perkara 
dalam tindak pidana ialah penangkapan dan penyidikan, dalam menangani 
kasus anak Polisi diwajibkan tidak memakai pakaian dinas. Unit PPA 
wajib menerapkan keadilan restoratif, Keadilan Restoratif adalah 
penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama 
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana 
disebut dengan restorative justice, sedangkam diversi sendiri juga 
merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan restorative. Peran Unit 
PPA dalam menerapkan prinsip Restorative Justice, hanya sebagai 
fasilitator atau mediator dan hanya memfasilitasi proses Diversi 
berdasarkan keadilan restoratif tersebut. Jadi jika proses Diversi 
berdasarkan keadilan restoratif tersebut gagal maka akan dilengkapi 
berkas dan meneruskan ke proses peradilan. Setelah proses diversi yang 
berdasarkan keadilan restoratif itu disepakati maka Polisi yaitu selaku 
Unit PPA akan membuat Berita acara kesepakatan diversi, setelah berita 
acara ini dibuat maka akan dimintakan penetapan ke Pengadilan  Negri, di 
Polresta Surakarta telah sesuai dengan UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak.  
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Hambatan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dalam 
Penerapan Prinsip Restorative Justicedi Polresta Surakarta. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasublit Lidik Endang T H, 
Unit PPA Polresta Surakarta mengatakan bahwa hambatan yang di alami 
penyidik dalam menerapkan prinsip restorative justice khususnya pada 
perkara tindak pidana yang dilakukan oleh EE pada tindak pidana 
percobaan pencurian adalah sebagai berikut:
15
 
Pertama, EE adalah anak yang berkebutuhan khusus, menurut 
Endang T H, selaku Kasublit lidik Unit PPA Polresta Surakarta,  dalam 
menangani perkara anak yang berkebutuhan khusus Pihak Unit PPA  harus 
lebih jeli lagi mengungkap fakta-fakta dan bagaimana menggali informasi 
yang sebenarnya, ketika diperiksa pun EE ini sempat kabur dan 
mengamuk. Proses diversi pun tanpa pelaku mereka hanya memanggil 
orang tua dari tersangka karena yang ditakutkan anak tersebut jika 
mengamuk akan membahayakan orang lain. Kedua, sulitnya 
menghadirkan para pihak dalam penerapan prinsip restorative justice. 
Ketiga, munculnya rasa ketakutan dari masyarakat dan sebagian aparat 
penegak hukum atau kepolisian khususnya Unit PPA terkait efek jera bagi 
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Selain itu hambatan penerapan prinsip restorative justice menurut 




Pertama, ketidaktahuan masyarakatmengenai keadilan restoratif. Kedua, 
pandangan dari masyarakat mengenai penerapan prinsip restorative justice 
ini ialah, tidak ada efek jera dari pelaku tindak pidana. Ketiga ketika 
melakukan proses restorative justice ini sering di jadikan anjang tawar 
menawar, bukan bagaimana untuk menyelesaikan danmemberikan sanksi 
yang tepat dan kemudian bagaimana solusi yang terbaik antara 
korban/keluarga korban dan tersangka/keluarga tersangka, tapi malah 
sebagai anjang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga 
korban yang kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi dan 
juga tidak memikirkan kemampuan dari keluarga pelaku. Keempat, belum 
banyak Peran dari masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana dengan 
prinsip restorative justiceyaitu ketika menentukan sanksi apa yang di 
berikan kemudiansiapa yang akan bertanggung jawab dan ketika proses 
restorative justice ini selesai mereka cenderung tidak memikirkan 
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Pertama, Peran Penyidik anak yaitu Unit PPA Polresta Surakarta 
dalam menerapkan prinsip Restorative Justice antara lain : (a) Unit PPA 
ialah garda paling depan dan paling utama karena tanpa Penyidik Polisi 
keadilan restoratif ini tidak akan terlaksana, (b) Polisi sebelum melakukan 
pendekatan Restorative Justice dengan cara pengalihan (diversi) harus 
melakukan penangkapan, pemeriksaan penyidikan Polisi harus 
berkoordinasi dengan pihak-pihak yaitu BAPAS, LSM dan pihak lain yang 
terlibat dalam contoh kasus yang penulis paparkan diatas berdasarkan 
Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 205/ 1V/ 2015/Jateng/Resta Ska, tanggal 12 
april 2015, pihak lain  yang dihadirkan pilisi ialah Pengasuh SLB 
Anugerah Colomadu Kab. Karanganyar, (c) Polisi hanya sebagai fasilitator 
atau mediator dan hanya memfasilitasi proses Diversi berdasarkan 
keadilan restoratiftersebut dan dalam menerapkan prinsip Restorative 
Justice Unit PPA Polresta Surakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang 
No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan juga PERMA 
NO 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
Kedua, hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polresta Surakarta 
dalam menerapkan Prinsip Restorative Justice antara lain: (a) Sulitnya 
menghadirkan para pihak dalam penerapan prinsip restorative justice, (b) 
Munculnya ketakutan dari masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum 
atau kepolisian khususnya Unit PPA terkait efek jera bagi anak yang 
proses penyelesainnya di selesaikan melalui pendekatan restorative 
13 
 
justice, (c) Ketika menangani perkara anak yang berkebutuhan khusus 
Pihak Unit PPA juga harus lebih jeli mengungkap fakta-fakta dan 
bagaimana menggali informasi yang sebenarnya. 
Ketiga, hambatan yang dihadapi oleh yayasan ATMA dalam 
penerapkan Prinsip Restorative Justice ketika pendampingan berdasarkan 
wawancara pribadi yang dilakukan oleh penulis antara lain: (a) 
Ketidaktahuan masyarakat mengenai keadilan restoratif, (b) Masyarakat 
takut tidak ada efek jera mengenai penerapan prinsip restorative justice, 
(c) Ketika melakukan proses restorative justice ini sering di jadikan anjang 
tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang 
kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi, bukan bagaimana 
untuk menyelesaikan dan memberikan sanksi yang tepat dan kemudian 
bagaimana solusi yang terbaik antara korban/keluarga korban dan 
tersangka/keluarga tersangka. (d) Belum banyak Peran dari masyarakat 
ketika menentukan sanksi apa yang di berikan kemudian siapa yang akan 
bertanggung jawab dan ketika proses restorative justice ini selesai mereka 
cenderung tidak memikirkan bagaimana pemulihan untuk kedepan untuk 
kedua belah pihak. 
 
Saran 
Pertama, bagi Kepolisian Perlu adanya upaya sosialisasi yang terus 
menerus kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan Restorative 
Justice dan pentingnya kesejahteraan. 
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Kedua, bagi Polisi seharusnya lebih jeli dalam melakukan 
penanganan perkara anak misal pada kasus EE ini jika sudah diketahui 
anak tersebut anak berkebutuhan khusus maka polisi seharusnya tidak 
hanya memanggil mantan pengasuh EE di SLB dahulu jika memang 
mantan pengasuh EE ini tidak bisa menangani EE, tetapi pihak lain yang 
lebih mengerti apa yang harus dilakukan kepada EE agar dia tidak 
mengamuk saat diperiksa misalnya pakar psikolog. 
Ketiga, bagi Polisi dan Orang tua Sebaiknya perlu melakukan 
sosialisasi dan pendekatan-pendekatan terhadap anak agar faktor-faktor 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat berkurang. 
Keempat, bagi Polisi, LSM, BAPAS dan pihak lain yang selalu 
terlibat dalam penanganan perkara anak baik pelaku tindak pidana maupun 
korban tindak pidana saya harap selalu lindungi hak-hak dan kesejahteraan 
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